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ABSTRAK 

Aceh pernah mengalami konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka 

(GAM) dan pemerintah Indonesia dari tahun 1976 hingga 2005, menjadi salah 

satu wilayah dengan pelanggaran HAM yang signifikan, termasuk Tragedi 

Simpang KKA pada 3 Mei 1999. Tragedi ini melibatkan aksi kekerasan aparat 

keamanan terhadap warga sipil, menyebabkan korban jiwa, luka-luka, dan 

hilangnya sejumlah orang. Pasca penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki 

pada tahun 2005, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan kasus 

pelanggaran HAM di Aceh, salah satunya melalui pembentukan Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKRA). KKRA bertugas mengungkap 

kebenaran, memberikan pemulihan kepada korban, dan memastikan langkah-

langkah pencegahan pelanggaran HAM di masa depan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui peran KKRA dalam mendorong penyelesaian kasus Tragedi 

Simpang KKA dan menjelaskan faktor Pendukung dan tantangan dari KKRA. 

Metode penelitian yang di gunakan adalah kualitatif dengan tekhnik pengumpulan 

data deskriptif melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa peran KKRA pada tragedi Sp.KKA adalah 

melakukan penyelidikan dan juga memberikan rekomendasi hasil dari 

penyelidikan kepada pemerintah dan DPRA. Meskipun demikian KKRA 

menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, keterbatasan 

wewenang,kondisi politik, dan kurangnya dukungan dari  pemerintah. 

Berdasarkan hasil diatas KKRA telah berupaya mendorong penyelesaian 

pelanggaran HAM pada tragedi Sp.KKA, dengan mengunakan mekanisme yang 

telah di tetapkan yaitu Non Yudisial. 

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Tragedi Simpang KKA, Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi Aceh, Penyelesaian Kasus, Keadilan Transisional, Rekonsiliasi, 

Aceh. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan standar untuk mengakui dan 

melindungi martabat seluruh umat manusia. HAM juga mengatur bagaimana 

individu manusia hidup dalam masyarakat antara satu sama lain, serta hubungan 

masyarakat dengan negara, dan kewajiban negara terhadap masyarakat. Hak Asasi 

Manusia merupakan bagian penting dari hukum Internasional dan menjadi 

landasan moral untuk melindungi martabat dan kehidupan manusia. 

Pelanggaran HAM merupakan kejadian yang melanggar pada prinsip-

prinsip dan norma-norma hak asasi manusia yang di akui secara universal. Ini 

terjadi ketika hak-hak pada setiap individu sebagai manusia, seperti hak atas 

kehidupan, kebebasan, dan kesetaraan, dan martabat, di langgar oleh Pemerintah, 

individu, atau kelompok.1  

Pelanggaran HAM dapat terjadi dalam berbagai konteks, salah satunya 

konflik bersenjata. Pelanggaran HAM terjadi dalam berbagai bentuk, dimulai dari 

penyiksaan,perlakuan diskriminatif,penganiyaan, pembunuhan, Pemerkosaan, 

Penghilangan Paksa, penahanan sewenang-wenangnya, dan berbagai tindakan lain 

yang melanggar hak individu. Pelanggaran-pelanggaran ini sering kali 

menimbulkan konsekuensi negatif secara fisik, psikologis, dan sosial bagi korban 

dan masyarakat secara keseluruhan. 

Indonesia merupakan negara hukum dimana Indonesia mempunyai sistem 

ketatanegaraan yang sistematis, supermasi hukum, perlindungan Hak Asasi 

Manusia, peradilan yang adil dan tidak memihak, pemisahan kekuasaan yang 

jelas, serta sistem peradilan pidana dan perdata. Sehingga seluruh permasalahan 

yang menyangkut dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia di atur langsung oleh 

hukum.  

 
1 Anugrahdwi. “Pelanggaran hak asasi manusia” Program Pascasarjana UMSU (jakarta: 25 

agustus 2023) 
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Penegakan dan perlindungan HAM merupakan sebuah tanggung jawab 

dari pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Dimana 

Pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, meneggakkan 

dan memajukan HAM yang diatur dalam UU ini serta peraturan lain baik nasional 

maupun Internasional tentang HAM yang diakui oleh Indonesia.2 

Dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat, Indonesia 

melalui keppres No. 17 Tahun 2022 melakukan penyelesaian secara Non Yudisial, 

Non Yudisial merupakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM tanpa 

menggunakan jalur hukum. Cara Non Yudisial menitik beratkan pada pemulihan 

korban melalui berbagai dukungan materiil, dibandingkan mengadili pelaku 

pelanggaran HAM. Penyelesaian di luar pengadilan ini mempunyai tiga tujuan. 

Pertama, upaya dilakukan untuk mengungkap pelanggaran HAM berat di masa 

lalu dan menyelesaikannya di luar pengadilan. Kedua, mendorong pemulihan bagi 

korban atau keluarganya, Ketiga, merekomendasikan langkah-langkah untuk 

mencegah terjadinya lagi pelanggaran hak asasi manusia yang serius di masa 

depan. Dan penyelesaian secara Non Yudisial akan diterapkan dalam konteks 

penyelesaian pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Indonesia, salah satunya di 

Provinsi Aceh. 

Aceh merupakan Provinsi yang berada diujung barat Indonesia dimana 

Provinsi Aceh pernah terjadi sebuah konflik berkepanjangan di mulai dari tahun 

1976 hingga di akhir tahun 2005, konflik berkepanjangan di mulai sejak 

dilakukannya pemberontakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang di 

pimpin oleh Teungku Hasan Muhammad Di Tiro, konflik ini bermula dari rasa 

kekecewaan yang bersumber dari berbedanya pandangan hukum, distribusi 

sumber daya alam dengan pemerintah Indonesia, pada masa presiden Soeharto. 

Pada masa konflik yang terjadi di Aceh, tepatnya 2003 Presiden Republik 

Indonesia ibu Megawati Soekarno Putri mengerahkan seluruh pasukan keamanan 

hampir menyentuh di angka enam puluh ribu personil aparat keamanan ke 

Provinsi Aceh dengan tujuan untuk menumpahkan dan mematikan gerak dari para 

 
2 Zainal Abidin Pakpahan. “Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM di indonesia”, Vol 5 no 1 

(Pakpahan:2017) 
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anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dalam proses mematikan langkah gerak 

dari anggota GAM para aparat keamanan melakukan tindakan di luar dari 

prosudur hingga terjadi banyaknya pelanggaran HAM, dimana pada saat konflik 

terjadi banyak dari masyarakat sipil yang menjadi korban kekerasan diantaranya 

intimidasi, pembantaian, peyekapan, pemerkosaan, hingga pembunuhan, yang 

terjadi hampir di seluruh Provinsi Aceh. 

Dalam proses konflik terjadi, pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka juga 

beberapa kali melakukan perundingan dengan tujuan agar adanya resolusi konflik 

dari kedua belah pihak, perundingan dimulai sejak masa Presiden Abdurrahman 

Wahid hingga pada akhirnya di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Hingga akhirnya pada tanggal 15 agustus 2005 di Helsinki pemerintah indonesia 

dan GAM menemukan titik tengah dengan menandatangani nota kesepahaman 

MoU Helsinki, dimana lahirnya MoU Helsinki sebagai nota kesepakatan damai 

RI-GAM dan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh memberi harapan akan 

adanya penyelesaian pelanggaran HAM berat di Aceh. Pelanggaran-pelanggaran 

HAM yang terjadi di Aceh pada masa lalu harus ditelusuri kembali demi 

mewujudkan pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan 

rekonsiliasi serta reparasi atas serangkaian peristiwa yang terjadi.3 

Pasca konflik dan pasca penandatanganan nota kesepahaman atau MoU 

Helsinki di finlandia, pemerintah Indonesia bertanggung jawab dalam hal 

penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Aceh dalam 

kurun waktu hampir 30 tahun, Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, maka 

dibentuklah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh (KKR). KKR Aceh 

merupakan komisi yang bertugas mengungkap dan mempublikasikan 4.444 kasus 

pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pemerintah di masa lalu, 

dengan harapan konflik lama dapat diselesaikan secara bermartabat. Pembentukan 

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh didasarkan pada amanat Nota 

Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pemerintah pusat dan  Gerakan Aceh 

Merdeka di Helsinki. Dasar hukum pembentukan KKR adalah Undang-Undang 

 
3 Najwa Aulia. “Sejarah dan perkembangan Konflik aceh” Vol 3. No.2 (Universiatas Sebelas 

Maret:2024) 
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Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 

(Pasal 229) dan kemudian Undang-Undang Nomor dibentuk berdasarkan Qanun 

Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran  dan Rekonsiliasi. Untuk 

mengungkap  kebenaran tentang berbagai insiden dan peristiwa 4.444 pelanggaran 

Hak Asasi Manusia berat yang berupa pembunuhan, perbudakan, pemusnahan, 

dan pemindahan paksa. 4.444 penduduk, dirampas kebebasannya, menjadi sasaran 

kekerasan fisik sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan dan penghilangan 

paksa.4 Dalam proses pengungkapan kebenaran penyelesaian kasus pelanggaran 

HAM hingga pada pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsliasi. Komisi 

Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) Aceh mulai bekerja sejak dilantik pada tanggal 24 

Oktober 2016. Tugas dan fungsinya menjalankan Undang-Undang Nomor 11 

tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan peraturan pelaksanaannya Qanun 

Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh.5 

KKR Aceh terfokus pada upaya untuk pemenuhan hak–hak korban atas 

kebenaran agar terlindunginya hak korban dan keluarganya sesuai dengan 

kebutuhan dan harapan mereka. Konsep yang dibangun lebih kepada 

pengungkapan fakta, bukan sekadar dugaan atas fakta.6 Pengungkapan kebenaran 

itu didasarkan pada integritas, jujur, dan tidak boleh menutupi isu tertentu meski 

sangat sensitif. KKR Aceh harus berasaskan keislaman, ke-Aceh-an, 

Independensi, Imparsial, Nondiskriminasi, Demokratisasi, keadilan dan 

kesetaraan, dan kepastian hukum. Dengan memperhatikan asas-asas itu, Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh diharapkan mampu menggapai tujuan 

kerjanya.7 

Dalam hal Pengungkapan Kebenaran, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 

bisa melakukan Pengungkapan Kebenaran Selagi ada hubungannya dengan 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh, KKR Aceh berhak untuk mengungkap 

 
4 Journal, Yumna Sabila,Kamaruzzaman Bustmam, badri,Landasan Teori Pelanggaran Hak Asasi 

Manusia 
5 Website. Komisi kebenaran dan Rekonsliasi Aceh (https://kkr.acehprov.go.id/halaman/tentang-

kkr) 
6 Hendra Budiman, Geunap Aceh: Perdamaian Bukan Tanda tangan (KKR dan Penyelesaian 

Masalah HAM) (Banda Aceh:2010) 
7 Pasal 2 huruf a, b, dan c Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi Aceh. Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 17. 
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pelanggaran Hak Asasi Manusia apa pun, bahkan di luar Aceh. Pengungkapan 

Kebenaran memiliki dua prioritas secara waktu. Pertama, harus mengungkap 

kejadian dari tahun 1976 hingga 2005. Setelah itu, kasus-kasus yang kurang dari 

tahun 1976 diungkapkan. Untuk memenuhi tugas-tugas itu, KKR Aceh harus 

benar-benar menjalankan fungsinya, seperti berpegang pada prinsip, membuat 

kebijakan dan rencana yang berkaitan dengan semua bidang Komisi Kebenaran 

dan Rekonsiliasi Aceh, berkoordinasi, membangun jaringan, dan memastikan 

ketersediaan sumber daya untuk mengontrol anggaran yang berkaitan dengan 

penyelenggaran KKR itu sendiri.8 

Dimasa konflik Aceh, pelanggaran HAM kerap terjadi, dan itu diakui 

langsung oleh Negara melalui konfrensi pers oleh presiden negara republik 

Indonesia Joko Widodo di istana negara, dalam Konfrensi Pers tersebut negara 

mengakui telah terjadinya 12 pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Indonesia, 

3 diantaranya terjadi di Provinsi Aceh yaitu Jambo Keupok, Rumoh Geudong, dan 

Simpang KKA. 

Simpang KKA adalah satu persimpangan yang berada di dekat pabrik 

Kertas Kraft Aceh yang berada di kecamatan Dewantara Aceh Utara, 

persimpangan tersebut dikenal sebagai salah satu tempat terjadinya Pelanggaran 

HAM berat.  Tragedi Simpang KKA terjadi pada tanggal 3 Mei 1999, pada saat 

itu beredar kabar bahwasanya salah satu anggota dari aparat keamanan TNI yang 

bertugas di gampong cot murong hilang. Dan sehari pasca beredar kabar 

bahwasanya salah satu teman mereka hilang, anggota lainnya pun menyisiri 

tempat yang di duga teman mereka hilang, pada saat penyisiran anggota aparat 

keamanan mengamankan sekitar 20 orang dan melakukan berbagai kekerasan 

seperti intimidasi dan pemukulan. Pasca diamankannya sekitar 20 orang, warga 

setempat mengirimkan utusannya ke untuk menjumpai komando TNI untuk 

bernegosiasi.  

 
8  Bab V, (Pengungkapan Kebenaran). Pasal 19 ayat (1-4) Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 

Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. 
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Tepat pada tanggal 3 mei 1999 satu truk dari aparat keamanan memasuki 

kawasan Gampong Cot Murong dan Lancang Barat, tempat di duga anggota 

mereka hilang. Namun kedatangan mereka membuat masyarakat setempat marah 

dan mengusir para anggota aparat keamanan tersebut. Alhasil warga setempat 

melakukan aksi unjuk rasa di persimpangan Kertas Kraft Aceh menuntut 

negosiasi diskusi antara perwakilan warga dengan komando TNI. Pada saat 

diskusi berlangsung, dengan tiba-tibanya 2 truk berisi personil anggota TNI 

berdatangan dari belakang langsung menembaki kerumunan warga yang sedang 

melakukan aksi unjuk rasa, setidaknya dalam peristiwa tersebut telah 

menimbulkannya 46 orang dinyatakan meninggal, 156 orang mengalami luka 

tembak, dan 10 orang dinyatakan hilang.9 

Melihat peristiwa yang terjadi di simpang KKA yang begitu keji dan 

mengiris hati, namun rasa sedih yang menguras air mata tidak mampu untuk 

menutupi kesedihan mereka. Dengan di bentuknya Komisi Kebenaran dan 

Rekonsliasi Aceh di harapkan mampu membuka mata kita untuk mengetahui dan 

mengungkapkan kebenaran serta adanya pemenuhan hak terhadap para korban. 

Terkait dengan peristiwa tragedi Simpang KKA dan dibentuknya Komisi 

Kebenaran dan Rekonsliasi Aceh kita berharap Komisi Kebenaran dan 

Rekonsliasi Aceh bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya. 

Dalam penelitian ini peneliti memilih tragedi Simpang KKA dibandingkan 

dengan 2 kasus lainnya yang diakui oleh negara yaitu tragedi Rumoh Geudong 

dan tragedi Jambo Keupok dikarenakan peneliti ingin melihat lebih jauh apa yang 

sebenarnya terjadi pada tragedi Simpang KKA dan sudah sejauh mana peran yang 

dilakukan oleh KKR Aceh dalam hal penyelesaian pengungkapan kebenaran.  

Maka dari itu penelitian ini ingin dikaji lebih dalam lagi dengan 

mengadakan sebuah penelitian pada Komisi Kebenaran dan Rekonsliasi Aceh 

(KKRA) dengan judul ‘’Peran Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Dalam 

Mendorong Penyelesaian Kasus Tragedi Simpang KKA”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di deskripsikan di atas, maka 

rumusan masalah yang di dapatkan pada penelitian ini ialah: 

1. Bagaimana Peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam 

Mendorong Penyelesaian Kasus Tragedi Sp.KKA dan sudah sejauh mana 

KKR Aceh bekerja dalam hal penyelesaian pada tragedi Sp.KKA? 

2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Kendala yang di hadapi Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam mendorong penyelesaian kasus 

Tragedi simpang KKA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan yang 

menjadi tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh 

dalam mendorong penyelesaian kasus Tragedi simpang KKA. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung, tantangan dan kendala Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam mendorong penyelesaian kasus 

Tragedi simpang KKA. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan penambahan wawasan dalam kajian ilmu politik dan diharapkan 

berguna dan menjadi masukan secara teoritis khususnya di lembaga 

komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh. 

2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

melengkapi kepustakaan dibidang Ilmu Politik dan menjadi rujukan 

dalam penelitian- penelitian berikutnya. Dan diharapkan dapat memberi 

pengetahuan kepada masyarakat bagaimana proses pengungkapan 


